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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /© 3 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

b. bahwa keberadaan Organisasi Kemasyarakatan harus memberikan
manfaat bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara untuk berpartisipasi
dalam Pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas
Organisasi Kemasyarakatan, maka perlu membentuk Tim Terpadu
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5430), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
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10.

11.

12,

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6084);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5958);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi
Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang
Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam
Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor
11);

X




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. melaksanakan pengawasan/pembinaan kepada Organisasi
Kemasyarakatan;

b. menampung pengaduan Masyarakat terhadap kegiatan Organisasi
Kemasyarakatan;

c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam Pengawasan Kegiatan
Organisasi Kemasyarakatan; dan

d. membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur
Kalimantan Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati Tabalong.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung ;
pada tanggal 27 #abruars 2023

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaCq. Dirjen

Kesatuan Bangsa dan Politik di Jakarta.

RSN

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Forkopimda Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

N

Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 6%

/2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

- JABATAN DALAM JABATAN DALAM K
DINAS TIM

1. | Bupati Tabalong Ketua

2. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Wakil Ketua
Kab. Tabalong

3. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretaris
Kab. Tabalong

4. | Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Tabalong Anggota

5. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Anggota
Tabalong

6. | Pasi Intel Kodim 1008/Tabalong Anggota

7. | Kasat Intel Polres Tabalong Anggota

8. | Kasi Inteljen Kejaksaaan Negeri Tabalong Anggota

9. | Satuan Tugas Badan Intelijen Strategis Kab. Tabalong Anggota

10. | Badan Intelijen Negara Daerah Kab. Tabalong Anggota

11. | Organisasi Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat Anggota
Kab. Tabalong 33 (tiga puluh tiga) orang

12. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Anggota
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong

13. | Analisi Kebijakan Ahli Muda / Dra.Ec. Siti Rosida Anggota
Agustina NIP. 19660807 199308 2 001

14. | Analisi Kebijakan Ahli Muda / Nurel Hereyani, S.Sos Anggota
NIP. 19770510 200501 2 010

15. | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab, Tabalong Anggota

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI




